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Abstrak  
 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perhitungan pajak penghasilan pasal 21 atas 
karyawan pada PT. Connectra Utama Palembang. Metode analisis yang digunakan pada 
penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil analisis yang telah 
dilakukan bahwa menerapkan metode Gross-Up akan memberikan manfaat bagi perusahaan 
yaitu selain memberikan tunjangan kepada karyawan juga dapat memperkecil penghasilan kena 
pajak perusahaan karena beban yang timbul dari tunjangan pajak bisa menjadi pengurang 
pendapatan (deductible expense) sehingga beban PPh badan menjadi lebih kecil, dan tidak 
terdapat selisih antara fiskal dan komersial yang ditanggung perusahaan.. Simpulan dari 
penelitian ini adalah jika perusahaan menggunakan metode Gross-Up banyak manfaat yang 
didapat antara lain karyawan tidak menanggung beban pajak karena dibayar oleh perusahaan, 
sedangkan beban yang timbul dari tunjangan pajak bisa menjadi pengurang pendapatan 
(deductible expense). 
 
Kata kunci : Perpajakan Indonesia, Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21), Metode 
Gross-Up. 
 
Abstrak 
 
The purpose of this research is to know the calculation of income tax section 21 of employees at 
PT. Connectra Utama Palembang. The Methods used to achieve this research is a qualitative 
descriptive  method. Based on the result of the analysis that has been done that implementing 
the Gross-Up method will provide benefits for the company that in addition to providing 
benefits to employees can also minimize the company’s taxable income because of the burden 
arising from the tax benefits could be a revenue deduction (deductible expense) so that the 
corporate income tax burden becomes smaller, and there is no difference between the fiscal and 
commercial company are covered. The conclusion of this research is if the company useing the 
method of Gross-up many of the benefits that come by, include employee does not bear the 
burden of the tax due is paid by the company, while the burden arising from allowances could 
be a reduction of income tax (deductible expense). 
 
Keywords : Indonesian Taxation, Income Tax Article 21 (Article 21), Gross-Up Method. 
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1. PENDAHULUAN 
 
Sumber penerimaan negara yang terbesar adalah berasal dari pajak. Bagi negara pajak 
merupakan salah satu penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran 
negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Dari segi ekonomis, pajak 
merupakan pemindahan sumber daya dari sektor privat (perusahaan) ke sektor publik, 
pemindahan sumber daya tersebut akan mempengaruhi daya beli (purchasing power) atau 
kemampuan belanja (spending power) sektor privat. Agar tidak terjadi gangguan terhadap 
jalannya perusahaan, maka pemenuhan kewajiban perpajakan harus dikelola dengan baik. 
Berbagai cara ditempuh perusahaan supaya keuntungan usaha bertambah, antara lain dengan 
mengurangi biaya produksi. Tetapi hal itu belum cukup dilakukan oleh perusahaan karena 
masih banyak pengurang-pengurang laba yang harus ditanggung oleh perusahaan, diantaranya 
adalah pajak.  
 
Metode Gross-up menunjukan suatu metode pemotongan pajak dimana perusahaan 
memberikan tunjangan pajak yang jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak yang dipotong 
dari karyawan. Metode ini biasa digunakan apabila pada perusahaan telah memberikan 
tunjangan pajak pada karyawannya. Maka perusahaan akan melakukan perhitungan  terlebih 
dahulu sebelum memberikan tunjangan pajak pada karyawannya, maka tunjangan pajak yang 
diberikan perusahaan akan sama besar terhadap pajak yang dibayar oleh pegawai, dan tidak 
akan terjadi selisih tagih dengan tunjangan pajak yang diberikan pada karyawannya secara 
sederhana dapat dikatakan bahwa tujuan metode Gross-up dalam perhitungan PPh Pasal 21 
adalah mencari tunjangan pajak yang sama besar dengan pajak terhutang. Dengan menggunakan 
rumus, maka perusahaan dapat membebankan biaya tunjangan pajak sebagai deductible 
expense, sehingga dapat mengurangi PPh badan perusahaan yang bersangkutan. 
 
PT. Connectra Utama Palembang yang bergerak di bidang usaha jasa konstruksi, dalam 
menjalankan kegiatannya tidak terlepas dari kewajiban-kewajiban pajak termasuk diantaranya 
kewajiban untuk menghitung, memotong, menyetor, dan melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 
21 yang terutang. Sebagai pihak pemotong pajak, telah melakukan pemotongan, penyetoran, 
dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21. komponen gaji karyawan pada PT. Connectra Utama 
Palembang terdiri dari gaji pokok dan tunjangan. Pegawai masih menanggung sendiri 
pembayaran PPh Pasal 21 yang terhutang setiap bulan, ini menunjukkan bahwa perusahaan 
belum menerapkan metode Gross-Up dalam penetapan tunjangan pajaknya. Jika perusahaan 
telah menerapkan metode Gross-Up banyak manfaat yang akan diperoleh, diantaranya beban 
yang timbul dari tunjangan pajak bisa menjadi pengurang pendapatan (deductible expense) 
sehingga beban PPh badan menjadi lebih kecil. Selain itu gaji bersih yang diperoleh karyawan 
tetap full sebesar gaji yang diterima (take home pay). 
 
 
2. LANDASAN TEORI 
 
2.1 Pengertian Pajak 
 
 Menurut Soemitro dalam Resmi (2013, h.1) menyatakan bahwa pajak adalah iuran 
rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada 
jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk 
membayar pengeluaran umum. 
 
2.2 Pengertian PPh Pasal 21 
 
Menurut Mardiasmo (2011, h.168) “ PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa 
gaji, upah, honorium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun 
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sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang 
pribadi. Subjek Pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang 
Pajak Penghasilan”. 
 
 
2.3 Tarif PPh Pasal 21 
Menurut pasal 17 Undang-Undang Nomor 1983 sebagaimana diubah terakhir dengan 
Undang-Undang No. 36 tahun 2008. Dengan ketentuan sebagai berikut : 
 
Lapisan Penghasilan Kena 
Pajak 
Tarif 
pajak 
Rp 0,00 s/d Rp 50.000.000,00 5% 
Diatas Rp 50.000.000,00 s/d 
Rp 250.000.000,00 
15% 
Diatas Rp 250.000.000,00 s/d 
Rp 500.000.000,00 
25% 
Diatas Rp 500.000.000,00 30% 
  
 Sumber : Undang-undang No. 36  Tahun 2008, h.121 
 
2.4  Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) 
 
  Menurut Resmi (2013, h.190) Besarnya PTKP pertahun adalah : 
 
a. Rp 24.300.000,00 (dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang 
pribadi. 
b. Rp 2.025.000,00 ( dua juta dua puluh lima ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang 
kawin. 
c. Rp 2.025.000,00 ( dua juta dua puluh lima ribu rupiah) untuk tambahan setiap anggota 
keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang 
menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga. 
 
 
2.5  Pengertian Metode Gross-Up 
  
  Dalam perhitungan pajak penghasilan di Indonesia (PPh Pasal 21), ada 3 metode yang 
dapat digunakan,  menurut  Priantara (2012,h.324) yaitu : 
 
a) Gross method. Artinya seluruh PPh Pasal 21 menjadi tanggungan pekerja sehingga 
penghasilan yang diterima pekerja telah dipotong PPh Pasal 21. Contoh : Jika perusahaan 
memberikan gaji dan remonerasi lainnya sebesar Rp 1.000.000,00 artinya pegawai akan 
menerima pembayaran penghasilan lebih kecil dari pada Rp 1.000.000,00 karena telah 
dipotong PPh Pasal 21. 
b) Net method. Artinya PPh Pasal 21 menjadi tanggungan pemberi kerja sehingga penghasilan 
yang diterima pekerja (take home pay) tidak dipotong PPh Pasal 21. Metode ini mencatat 
tanggungan PPh Pasal 21 sebagai beban operasional dan tidak dapat menjadi pengurang 
penghasilan bruto dalam rangka menentukan penghasilan kena pajak pemberi kerja karena 
dianggap sebagai kenikmatan. 
c) Gross-Up method. Artinya pemberi kerja memberikan tunjangan PPh Pasal 21 kepada yang 
nilainya sama dengan PPh Pasal 21 yang dipotong. Metode ini mencatat tanggungan PPh 
Pasal 21 sebagai beban operasional fiskal dan dapat menjadi pengurang penghasilan bruto 
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dalam rangka menentukan penghasilan kena pajak pemberi kerja karena PPh Pasal 21 
tersebut diberikan dalam bentuk tunjangan yang menambah penghasilan pekerja. 
 
 
2.6  Manfaat Metode Gross-Up 
 
1. Metode Gross-Up  untuk memperhitungkan PPh Pasal 21 atas pegawai tetap merupakan 
salah satu alternatif bagi pemberi kerja untuk melakukan efisiensi dalam melakukan 
pembayaran pajak secara legal dan menghindari pembayaran pajak yang tidak semestinya. 
 
2. Metode Gross-Up bisa dipakai oleh setiap kondisi perusahaan, baik laba maupun rugi.Hal 
ini dikarenakan adanya perbedaan lapisan pengenaan pajak dan tarif antara badan dan orang 
pribadi. Selain itu perusahaan akan diuntungkan secara fiskal sebab pembenahan PPh Pasal 
21 yang ditanggung perusahaan dapat dikurangkan dengan penghasilan bruto sehinggan 
koreksi positif atas biaya PPh dapat dihindari walaupun PPh yang terutang menjadi lebih 
besar. 
 
 
2.7 Perhitungan PPh Pasal 21 dengan Menggunakan Metode Gross-Up 
 
  Menurut Poerwono  (2008) Gross Up Method PPh Pasal 21 terbagi dalam 5 lapisan 
rentang PKP, sesuai dengan lapisan tarif yang terdapat dalam pasal 17 Undang-Undang Pajak 
Penghasilan (Tarif Progresif).  
a.  Lapisan I 
Untuk PKP antara Rp. 1 hingga Rp. 23,750,000 atau 1 < X < 23,750,000. 
 
Tunjangan PPh = PKP setahun (-) Rp.0 X 5/95 + (0) 
 
b. Lapisan II 
 Untuk PKP antara Rp 23,750,000 hingga Rp 46,250,000 atau 23,750,000 < X < 46,250,000 
 
Tunjangan PPh = PKP setahun (-) Rp. 23,750,000 X 10/90 (+) Rp 1,250,000 
 
c. Lapisan III 
 Untuk PKP antara Rp. 46,250,000 hingga Rp 88,750,000 atau 46,250,000 < X < 88,750,000 
 
 Tunjangan PPh = PKP setahun (-) Rp 46,250,000 X 15/85 (+) Rp 3,750,000 
 
d. Lapisan IV 
Untuk PKP antara Rp 88,750,000 hingga Rp 163,750,000 atau 88,750,000 < X < 
163,750,000 
 
Tunjangan PPh = PKP setahun (-) Rp 88,750,000 X 25/75 (+) Rp 11,250,000 
 
e. Lapisan V 
Untuk PKP diatas Rp 163,750,000 atau X > 163,750,000 
 
 Tunjangan PPh = PKP setahun (-) Rp. 163,750,000 X 35/65 (+) Rp36,250,000 
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3. METODE PENELITIAN 
 
3.1 Pendekatan penelitian 
 
  Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, 
dimana penulis melakukan pengumpulan data, mengolah data, menganalisis data, kemudian 
mengambil kesimpulan. Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan, mengolah, dan 
menganalisis pajak penghasilan pasal 21 atas karyawan pada PT. Connectra Utama Palembang. 
 
 
3.2  Objek dan Subjek Penelitian 
  
  Objek penelitian ini adalah mengenai perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas 
Karyawan PT. Connectra Utama Palembang. Sedangkan Subjek subjek penelitian ini adalah PT. 
Connectra Utama Palembang adalah perusahaan yang bergerak di bidang Jasa Kontraktor dan 
Perdagangan. Perusahaan tersebut beralamat di Jalan Rustini Raya Blok E/1 no. 184 Sako 
Kenten Palembang. 
 
 
3.3  Pemilihan Informan Kunci 
    
  Informan kunci (Key Informant) merupakan pihak yang memberikan keterangan tentang 
diri sendiri, keluarga, pihak lain, dan lingkungannya. Pemilihan informan kunci pada penelitian 
ini didasarkan pada asumsi bahwa mereka adalah orang-orang yang mengetahui secara 
mendalam tentang perhitungan PPh Pasal 21 atas karyawan pada PT. Connectra Utama 
Palembang. Informan kunci pada penelitian ini adalah Bapak Rahman Firdaus selaku manajer di 
PT. Connectra Utama Palembang. 
 
 
3.4  Jenis Data 
 
  Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Dimana data 
primer berupa wawancara, sedangkan data sekunder berupa slip gaji, laporan gaji, absensi 
pegawai, laporan pajak penghasilan pasal 21, dan struktur organisasi perusahaan yang diperoleh 
penulis dari sumber yang ada dengan mengunjungi ke objek penelitian yaitu PT. Connectra 
Utama Palembang. 
 
 
3.5  Teknik Pengumpulan Data 
 
  Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, 
wawancara, dan dokumentasi. Observasi yaitu dimana peneliti melakukan pengamatan secara 
langsung pada PT. Connectra Utama Palembang. Wawancara dilakukan langsung dengan 
pimpinan atau karyawan bertujuan untuk mendapatkan informasi yang berhubungan dengan 
penelitian ini, sedangkan  dokumentasi yaitu mengumpulkan data yang diperlukan untuk 
penelitian. 
 
 
3.6  Teknik Analisis Data 
 
  Teknik analisis yang digunakan dalam rumusan masalah penelitian ini adalah deskriptif, 
yaitu menganalisis data - data yang berhubungan dengan perhitungan PPh Pasal 21 atas gaji 
karyawan di PT. Connectra Utama Palembang. 
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4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
4.1  Sejarah Singkat PT. Connectra Utama Palembang 
 
PT. Connectra Utama merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa kontraktor, 
perdagangan, perindustrian dan jasa yang didirikan pada tanggal 26 Maret 2004, bertempatkan 
di Jalan Rustini Raya Blok E/1 No. 184 Sako Kenten di Palembang. 
 
Pada awalnya didirikan pada tahun 2002 perusaahaan ini adalah perusahaan komanditer 
dengan nama CV. Connectra Utama. Perusahaan ini merupakan perusahaan keluarga yang 
didirikan oleh Bapak Ardjo Hadisubiakto selaku Direktur Utama perusahaan. Selanjutnya sesuai 
akta notaris yang ada, mereka telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu 
perseroan terbatas yang maksud dan tujuannya adalah untuk melanjutkan usaha-usaha CV. 
Connectra Utama. 
 
  PT. Connectra Utama juga baru melebarkan sayapnya di kota Bandar Lampung yang di 
kelola oleh Bapak Harry Dharmawan selaku Kepala Cabang PT. Connectra Utama Bandar 
Lampung. 
 
 
4.2  Pembahasan 
 
Tabel 4.1 Perhitungan Penghasilan Kena Pajak (PKP) 
PT. Connectra Utama Palembang Tahun 2013 
 
No Nama Status 
Gaji 
Pokok 
Tunjanga
n 
Biaya 
Jabatan 
Penghasila
n Netto 
Setahun 
Penghasila
n Kena 
Pajak 
(PKP) 
1 Ardjo Hs. K/2 5.000.000 1.570.000 328.500 74.898.000 46.548.000 
2 Rahman F. K/2 1.500.000 1.735.000 161.750 36.879.000 8.529.000 
3 Hendra H. K/3 1.200.000 1.468.000 133.400 30.415.200 40.600 
4 Karnoto K/3 1.200.000 1.642.000 142.100 32.398.800 2.023.800 
5 Herman M. K/2 1.140.000 1.668.000 140.400 30.011.200 1.661.200 
6 Otang S. K/2 1.080.000 1.445.000 126.250 28.785.000 435.000 
7 Nurma Y. K/0 900.000 1.240.000 107.000 24.396.000 96.000 
8 A. Andriansyah TK 900.000 1.240.000 107.000 24.396.000 96.000 
9 Indra H. K/0 900.000 1.240.000 107.000 24.396.000 96.000 
10 Suganda K/0 900.000 1.240.000 107.000 24.396.000 96.000 
11 Nur Fitri TK 900.000 1.240.000 107.000 24.396.000 96.000 
12 Steven M. K/0 900.000 1.240.000 107.000 24.396.000 96.000 
13 Andalina Putri TK 900.000 1.240.000 107.000 24.396.000 96.000 
14 Eltha F. K/0 900.000 1.240.000 107.000 24.396.000 96.000 
15 Mustofa K/0 900.000 1.240.000 107.000 24.396.000 96.000 
 Jumlah  19.220.000 
20.688.00
0 
1.995.40
0 
452.951.20
0 
106.651.20
0 
 
 Sumber : Penulis, 2014 
   
  Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa karyawan PT. Connectra Utama 
Palembang masih menanggung sendiri pembayaran PPh Pasal 21 yang terhutang setiap 
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bulannya, ini menunjukkan bahwa perusahaan belum menerapkan metode Gross-Up dalam 
penetapan tunjangan pajak. Besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP)  diperoleh dari total 
penghasilan sebulan dikurang dengan biaya jabatan, Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) 
sebulan tanpa adanya tunjangan pajak, hal tersebut digunakan untuk menghitung besarnya 
tunjangan pajak yang seharusnya diberikan perusahaan dengan menggunakan metode Gross-Up. 
 
Tabel 4.2 Rekapitulasi Perhitungan Tunjangan Pajak Menggunakan 
Metode Gross-Up PT. Connectra Utama Palembang Tahun 2013 
 
No Nama Status Tunjangan Pajak Setahun Sebulan 
1 Ardjo Hs. K/2 2.449.900 316.900 
2 Rahman F. K/2 448.900 37.400 
3 Hendra H. K/3 2.150 200 
4 Karnoto K/3 106.500 8.900 
5 Herman M. K/2 87.450 7.300 
6 Otang S. K/2 22.900 2.000 
7 Nurma Y. K/0 5.100 500 
8 A. Andriansyah TK 5.100 500 
9 Indra H. K/0 5.100 500 
10 Suganda K/0 5.100 500 
11 Nur Fitri TK 5.100 500 
12 Steven M. K/0 5.100 500 
13 Andalina Putri TK 5.100 500 
14 Eltha F. K/0 5.100 500 
15 Mustofa K/0 5.100 500 
 Jumlah  3.163.700 377.200 
 
     Sumber : Data Diolah, 2014 
 
  Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa Ardjo Hadisubiakto akan menerima 
tunjangan pajak lebih besar, karena sesuai dengan penghasilan yang diterimanya, dan 
sebaliknya karyawan yang berpenghasilan kecil akan menerima tunjangan pajak lebih kecil, 
maka selanjutnya penulis akan menyajikan analisis perhitungan PPh Pasal 21 dengan 
menggunakan metode Gross-Up. 
 
Tabel 4.3 Perbandingan Perhitungan PPh Pasal 21 Menurut Perusahaan 
Sebelum dan Sesudah di Gross-Up PT. Connectra Utama Palembang 
 
No Nama Perbandingan Selisih 
Perusahaan Analisis 
1 Ardjo Hs. K/2 193.950 209.000 15.050 
2 Rahman F. K/2 35.600 37.400 1.800 
3 Hendra H. K/3 200 200 0 
4 Karnoto K/3 8.500 8.900 400 
5 Herman M. K/2 7.000 7.300 300 
6 Otang S. K/2 1800 2.000 200 
7 Nurma Y. K/0 400 500 100 
8 A. Andriansyah TK 400 500 100 
9 Indra H. K/0 400 500 100 
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10 Suganda K/0 400 500 100 
11 Nur Fitri TK 400 500 100 
12 Steven M. K/0 400 500 100 
13 Andalina Putri TK 400 500 100 
14 Eltha F. K/0 400 500 100 
15 Mustofa K/0 400 500 100 
 Jumlah  250.650 269.300 18.650 
 
 Sumber : Data Diolah, 2014 
 
  Berdasarkan perhitungan pajak pasal 21 tersebut di atas, maka terjadi perbedaan PPh 
Pasal 21 yang dipotong, dimana menurut perhitungan perusahaan PPh Pasal 21 yang dipotong 
sebesar Rp 250.650,-  ,sedangkan menurut metode Gross-Up perhitungan PPh Pasal 21 adalah 
sebesar Rp 269.300,- sehingga terjadi selisih pemotongan PPh Pasal 21 sebesar Rp 18.650,-. 
 
 
4.3  Analisis Koreksi Fiskal 
 
  Diketahui dari Laporan Laba Rugi tahun 2013 PT. Connectra Utama Palembang 
pejualannya sebesar Rp 6.900.739.229,- dan Laba Bersih Non-Finalnya sebesar Rp 
544.744.885,-. Dan dapat kita lihat dari perhitungan di atas, maka Pajak Penghasilan Badan ( 
PPh Badan ) yang dihitung dengan mengunakan metode Gross-Up akan lebih kecil 
dibandingkan tidak mengunakan metode Gross-Up, dan menurut hasil perhitungan di atas 
bahwa besarnya PPh badan sebelum di Gross-Up sebesar Rp  568.429.391,-, sedangkan PPh 
badan setelah di Gross-Up sebesar Rp 568.160.091,- dan terjadi selisih pengurangan pendapatan 
sebesar Rp 269.300,-. 
 
 
4.4 Analisis Perbedaan Metode Net dan Metode Gross-Up 
 
Menurut analisis yang didapat, PT. Connectra Utama Palembang belum menerapkan 
metode Gross-Up dalam perhitungan PPh Pasal 21. Penulis akan menghitung gaji yang harus 
dibayar dengan menggunakan perhitungan metode gross up tanpa mengurangi gaji yang dibawa 
pulang (take home pay). 
 
Dalam perhitungan ini perusahaan akan menghitung pajak dari gaji pokok yang telah 
ditambah pajak perhasilannya terlebih dahulu kemudian ditambah dengan tunjangan setelah 
diketahui total gaji ditambah tunjangan kemudian perusahaan akan memotong pajak 
penghasilan yang harus dibayar oleh karyawan, dengan kata lain pajak penghasilan menjadi 
tanggungan karyawan. 
 
Adapun perbedaan-perbedaan tersebut antara lain : 
1. Jika dilihat dan gaji pokok karyawan maka perhitungan dengan gaji gros- up akan lebih 
besar dibandingkan dengan gaji net karena tunjangan pajak penghasilan pada perhitungan 
gaji gross-up langsung ditambahkan ke gaji pokok. 
2. Untuk komponen pajak penghasilan dapat dilihat perbedaannya dimana pada perhitungan 
gaji net perusahaan akan menanggung pajak penghasilan, sementara pada perhitungan gaji 
gros- up pajak penghasilan dibayar oleh karyawan sendiri. 
3. Pajak penghasilan dengan cara perhitungan gaji gross-up akan lebih besar dibandingkan 
dengan pajak penghasilan yang dihitung dengan cara gaji net. 
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4. Total gaji yang harus dibayar perusahaan akan lebih besar dengan menggunakan 
perhitungan gaji gross-up dibandingkan dengan gaji net. 
 
  Selain itu, apabila ada perubahaan status karyawan baik dari tidak kawin (TK) menjadi 
kawin (K/0), kawin (K/0) menjadi kawin anak satu (K/1), atau kawin anak satu (K/1) menjadi 
kawin anak dua (K/2) akan lebih menguntungkan karyawan. 
 
 
5. KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1   Kesimpulan 
 
 Berdasarkan analisis yang telah dilakukan mengenai perhitungan Pajak Penghasilan 
Pasal 21 pada PT. Connectra Utama Palembang, pembayaran PPh Pasal 21 masih dibebankan 
kepada karyawan, hal ini menunjukkan bahwa PT. Connectra Utama Palembang belum 
menerapkan metode Gross-Up di dalam penetapan tunjangan pajak. Jika perusahaan 
menggunakan metode Gross-Up banyak manfaat yang didapat antara lain karyawan tidak 
menanggung beban pajak karena dibayar oleh perusahaan, sedangkan beban yang timbul dari 
tunjangan pajak bisa menjadi pengurang pendapatan (deductible expense). 
 
5.2   Saran 
 
  Sebaiknya PT. Connectra Utama Palembang menerapkap perhitungan Pajak 
Penghasilan Pasal 21 dengan menggunakan metode Gross-Up, karena manfaat yang diperoleh 
tunjangan pajak yang dibayar  perusahaan yaitu dapat menjadi pengurang pendapatan 
(deductible expense), dan penghasilan karyawan tidak dipotong pajak. 
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